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ABSTRAK 

Nurazki Aslamiah: Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pengadilan 

Negeri Bandung). 

 

Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan sensitif di 

Indonesia, mengingat adanya benturan antara hukum positif, norma agama, dan hak 

asasi manusia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 

menjadi pedoman bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan pencatatan 

perkawinan beda agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

menjaga keselarasan antara ketentuan hukum positif dan norma agama. Dalam 

hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang secara tegas, karena dianggap 

bertentangan dengan prinsip syariat yang mewajibkan kesatuan akidah dalam 

keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum yang 

dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk mengesahkan perkawinan mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 

2023 di Pengadilan Negeri Bandung, untuk mengetahui efektivitas dalam 

mencegah pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung, serta 

untuk mengetahui pengaturan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 

ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, 

dokumen pengadilan, dan literatur terkait. 

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran teori Maslahah Mursalah 

digunakan untuk menganalisis apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat dalam mencegah perkawinan beda agama atau justru 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Teori Hukum Positif mengkaji landasan 

hukum SEMA ini dalam sistem hukum Indonesia serta kesesuaiannya dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Teori Efektivitas Hukum menilai sejauh mana 

kebijakan ini diterapkan dan ditaati di Pengadilan Negeri Bandung, serta faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah 

diterapkan dengan konsisten di Pengadilan Negeri Bandung, yang berimplikasi 

pada penurunan jumlah permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, 

efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

aturan hukum. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan perkawinan beda agama 

bertujuan untuk melindungi akidah, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta 

memastikan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak. Oleh karena itu, 

penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat 

dan penguatan pengawasan terhadap implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023. 
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